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LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 94 /PMK.02/20 1 7  

TENTANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PEDOMAN PENELITIAN DAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus dilakukan penelitian 

oleh Sekretariat Jenderalj Sekretariat Utamaj Sekretariat c. q. Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian Negaraj Lembaga, untuk 

selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/Lembaga (APIP K/L). 

A. PEDOMAN PENELITIAN 

JENDERAL/SEKRETARIAT 

RKA-K/L OLEH 

UTAMA/SEKRETARIAT 

SEKRETARIAT 

C. Q. BIRO 

PERENCANAAN/UNIT PERENCANAAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan 

kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L 

dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk 

dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan 

(Kernen terian 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

PPN/Bappenas). Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui 

verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan 

serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Penelitian RKA-K/L dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat 

Utamaj Sekretariat c. q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. Hal-hal 

yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian RKA-K/L adalah 

se bagai beriku t: 
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1 .  Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi: 

a. Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) tahun anggaran yang direncanakan; 

b. hasil kesepakatan trilateral meeting; 

c. hasil reviu Angka Dasar (baseline) dan hasil pembahasan proposal 

anggaran Inisiatif Baru Uika ada); 

d. daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L per 

satuan kerja (satker) / eselon I; 

e. Kertas Kerja (KK) satker, RKA satker dan RKA-K/L formulir I/II/III; 

f. ADK RKA-K/L; 

g. target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) U ika ada); 

h. rekap penandaan anggaran; 

1 .  dokumen teknis lainnya yang disusun oleh satker seperti Rencana 

Bisnis . dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU), 

perhitungan kebutuhan biaya pembangunanj renovasi bangunan 

gedung negara atau yang sejenis, serta data dukung teknis 

lainnya; dan 

J . peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran. 

2 .  Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut: 

a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume 

Keluaran ( Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam 

RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan 

RKP; 

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L 

atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas; 

c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana 

yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran 

K/L; 

d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level 

Keluaran ( Output) Kegiatan); dan 

e.  kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA 

satker, Term of Referencej Rincian Anggaran Biaya (TOR/RAB), dan 

dokumen pendukung terkait lainnya. 

Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/Sekretariat c. q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L 

J 
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selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I K/L untuk dilakukan 

penyesuaian atau perbaikan U ika ada) dan secara paralel disampaikan 

kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu RKA-K/L. 

Selain itu, mulai RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2 0 1 7, Sekretariat 

Jenderalj Sekretariat Utamaj Sekretariat c .q. Biro Perencanaanj Unit 

Perencanaan K/L melakukan penjaminan mutu atas Prakiraan Maju yang 

digulirkan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyusun Prakiraan Maju 

tahun ketiga (lihat Lampiran II Peraturan Menteri ini). 

B. PEDOMAN REVIU RKA-K/L OLEH APIP K/L 

1 .  Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 2 5  Tahun 2 004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan 

bahwa penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan 

ketersediaan anggaran. Pemerintah menentukan prioritas 

pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara 

nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 .  RKP merupakan 

dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang 

memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 

makro, program K/L, lintas K/L, dan kewilayahan, dalam bentuk 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja K/L. Untuk 

selanjutnya Renja K/L dijabarkan ke dalam RKA-K/L berdasarkan 

Pagu Anggaran K/L. 

Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan 

penganggaran. Permasalahan dalam perencanaan penganggaran 

antara lain RKA-K/L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai 

dengan kaidah perencanaan penganggaran, sehingga penuangan 

informasi dalam dokumen RKA-K/L ser1ng tidak terukur. 

· Disamping itu, adanya kendala atas dokumen Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum s1ap untuk 
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dilaksanakan awal tahun anggaran direncanakan (bulan Januari) 

meskipun DIPA K/L sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran 

(bulan Desember). Adanya perencanaan penganggaran belanja  

yang belum optimal juga berdampak kepada penyerapan anggaran 

yang tidak maksimal dan cenderung terjadi penyerapan pada akhir 

tahun, kualitas belanja negara masih belum optimal dalam 

mendukung sasaran pembangunan (peningkatan pertumbuhan, 

serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan), kebijakan 

fiskal (APBN) menjadi tidak dapat maksimal dalam memacu 

pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan 

penganggaran dituntut untuk menghasilkan RKA-K/L yang 

berkualitas dan sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran. 

Setelah tahun 20 1 3, APIP K/L mulai berperan untuk 

melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan 

rencana kerja anggaran melalui reviu RKA-K/L. Disamping itu 

mulai tahun 20 1 5  APIP K/L telah melakukan reviu (Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)). Keterlibatan auditor 

APIP K/L dalam RKBMN adalah untuk melaksanakan reviu 

RKBMN sebagaimana diamanatkan Pasal 1 5  ayat (4) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 1 50/PMK. 06/20 1 4  tentang Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelahaan RKBMN (t-2) 

dapat berdampak pada pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN 

yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L 

(t-1 ). 

Peran auditor APIP K/L sangat strategis sebagai upaya 

meningkatkan kualitas RKBMN dan memastikan adanya 

kesinambungan dengan RKA-K/L. Untuk dapat mengemban 

amanat reviu tersebut, maka auditor APIP K/L diharapkan 

memahami perencanaan penganggaran dan perencanaan BMN 

sehingga pedoman reviu RKA-K/L ini diharapkan menjadi referensi 

bagi auditor APIP K/L yang bermanfaat dalam meningkatkan 

pemahaman akan substansi RKA-K/L. 

Seiring hal tersebut di atas, dalam proses perencanaan 

penganggaran, akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan 

peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer 

(CFO) dan sebagai Chief Operational Officer (COO). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/L 
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dalam proses perencanaan penganggaran adalah untuk 

mendorong K/L guna meningkatkan kualitas perencanaan 

penganggaran melalui pelaksanaan reviu RKA-K/L. 

b. Definisi 

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan 

dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa 

RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten, untuk 

memberikan keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa RKA­

K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L danj atau 

Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan 

pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan 

rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah 

lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam 

upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk 

menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Dalam hal ini, standar 

biaya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, 

dan standar struktur biaya. 

APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat 

Utamaj lnspektorat atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab 

langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 

c. Tujuan Reviu RKA-K/L 

Tujuan reviu RKA-K/L adalah untuk membantu 

terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan memberi keyakinan 

terbatas ( limited assurance) bahwa informasi dalam RKA-K/L 

sesuai disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L danj atau Alokasi 

Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan 

Pemerintah dan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan 

Rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah 

lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, 

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 

sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian 
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atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, 

pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon 

terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan 

bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau 

konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa 

dilaksanakan dalam suatu audit. 

Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal­

hal penting yang mempengaruhi RKA-K/L, namun tidak 

memberikan keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua 

hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. 

Berdasarkan hasil reviu, APIP K/L akan memberikan simpulan 

atas penyusunan RKA-K/L. Apabila auditor menemukan 

kelemahan danj atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, 

maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta 

rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA-K/L untuk 

segera dilakukan perbaikanj penyesuaian dan berkoordinasi 

dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utamaj Sekretariat c .q.  

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. 

Penyusunan RKA-K/L merupakan tanggung jawab unit 

penyusun RKA-K/L (Menteri/Pimpinan Lembaga c.q.  Pejabat 

eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan se bagai 

penanggung jawab program). Oleh karena itu, unit penyusun 

bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikanj penyesuaian 

RKA-K/L. 

d .  Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah 

penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang 

bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I beserta RKA satker 

dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang 

dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, dan dokumen 

pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak 

mencakup pengUJlan atas sistem pengendalian intern dan 

pengUJlan atas respon permintaan keterangan yang biasanya 

dilaksanakan dalam suatu audit. 

Sasaran rev1u RKA-K/L oleh APIP K/L adalah 

Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa 
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penyusunan dokumen perencanaan keuangan yang bersifat 

tahunan berupa RKA-K/ L unit eselon I dan data pendukung telah 

disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/ L danj atau Alokasi 

Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri 

PPN/ Kepala Bappenas, Renja K/ L, RKP hasil kesepakatan 

pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan 

rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah 

lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. 

Reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L dilaksanakan pada saat 

penyusunan RKA-K/ L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program 

setelah ditetapkannya Pagu Anggaran K/ L, dan penyesuaian 

RKA-K/ L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran 

(portofolio) setelah diperolehnya alokasi anggaran K/ L. Dengan 

demikian lokasi reviu dilakukan pada kantor unit eselon I yang 

memiliki alokasi anggaran (porto folio). 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L 

tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. 

Untuk itu, reviu RKA-K/ L dapat dilaksanakan secara paralel 

bersamaan dengan pembahasan RKA-K/ L antara unit eselon I dan 

Sekretariat Jenderalj Sekretariat Utamaj Sekretariat c. q. Biro 

Perencanaanj Unit Perencanaan Kj L. Hal ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan reviu RKA-K/ L dapat berjalan dengan efisien dan 

efektif mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunan RKA-K/ L 

oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga c. q. pejabat eselon I yang 

memiliki alokasi anggaran (porto folio) dan se bagai penanggung 

jawab program sampai dengan RKA-K/ L lingkup K/ L disampaikan 

kepada Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. 

e. Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu 

RKA-K/ L adalah semua peraturan yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan negara pada tahap perencanaan dan 

penganggaran serta perencanaan BMN, antara lain meliputi: 

1 )  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
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2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara Pengadaan dan 

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; 

5) Peraturan Pemerintah mengenai sistem pengendalian intern 

pemerin tah; 

6) Peraturan Pemerintah mengenai penyusunan RKA-K/L; 

7) Peraturan Pemerintah mengena1 Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 

8) Peraturan Pemerintah mengena1 Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

9) Peraturan Presiden mengena1 Pengadaan Barangj Jasa 

Pemerintah; 

1 0) Peraturan Presiden mengena1 RKP, Peraturan Menteri 

Keuangan mengena1 Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

1 1 ) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L; 

1 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 

Pegawai Tidak Tetap; 

1 3) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Pedoman Standar 

Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam 

Penyusunan RKA-K/L; 

1 4) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengajuan 

Persetujuan Kontrak Tahun Jarnak (Multi Years Contract) 

dalam Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah; 

1 5) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar; 

1 6) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur 

Biaya; 

1 7) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Stan dar Biaya 

Masukan; 

1 8) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Stan dar Biaya 

Keluaran; 

1 AI!W 
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1 9) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan 

dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA; 

20) Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Perencanaan 

Kebutuhan BMN; 

2 1 ) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Barang dan 

Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah 

dan/ atau Bangunan; 

22) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Barang dan 

Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat 

Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di 

Dalam Negeri; 

23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara; 

24) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas mengenai Penetapan Pagu Anggaran K/L dan 

Langkah-Langkah Penyelesaian RKA-K/L; dan 

25) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas mengenai Alokasi Anggaran K/L. 

f. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/L 

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan rev1u. 

Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L 

melaksanakan reviu terhadap RKA-K/L dengan jujur, integritas, 

dan tidak mengkompromikan kualitas. 

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas rev1u atas 

RKA-K/L, perlu dipertimbangkan kompe�tensi pereviu Tim Reviu 

RKA-K/L yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan rev1u 

RKA-K/L, maka Tim Reviu RKA-K/L secara kolektif seharusnya 

memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

1 )  memahami sistem perencanaan pembangunan nasional; 

2) memahami tata cara penyusunan RKA-K/L; 

3) menguasai tata cara penyusunan RKBMN; 

4) memahami perencanaan pengadaan barangj jasa pemerintah 

di lingkungan K/L; 

5) memahami bagan akun standar; 
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6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang 

direviu; 

7) menguasai teknik komunikasi; 

8) memahami analisis basis data; dan 

9) menguasai dasar-dasar reviu. 

2 .  Tata Cara Reviu RKA-K/ L 

Pedoman pelaksanaan rev1u RKA-K/ L ini dimaksudkan sebagai 

acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil 

reviu RKA-K/ L. Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini menguraikan 

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA­

K/ L, termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA-K/ L yang berisi 

serangkaian langkahj program yang akan dilaksanakan oleh APIP K/ L 

dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran. 

a. Tahapan Reviu RKA-K/ L 

Dalam melakukan reviu RKA-K/ L, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu 

RKA-K/ L, meliputi: 

1 )  tahap perencanaan reviu RKA-K/ L; 

2) tahap pelaksanaan reviu RKA-K/ L; dan 

3) tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/ L. 

Tahap perencanaan reviu RKA-K/ L meliputi koordinasi dengan 

Biro Perencanaanj Unit Perencanaan K/ L, kegiatan untuk 

menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko, 

melakukan usulan penugasan reviu, dan mempersiapkan bahan 

penyusunan program kerja reviu. Tahap pelaksanaan reviu RKA­

K/ L mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan 

keuangan dan penyusunan kertas kerja reviu. Tahap pelaporan 

hasil reviu RKA-K/ L mencakup kegiatan penyusunan Catatan 

Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). 

b. Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

1 )  Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan 

Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/ L, beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan oleh APIP K/ L adalah sebagai berikut: 

a) APIP K/ L melakukan rapat koordinasi dengan Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L untuk 

mendapatkan hasil dokumen perencanaan yaitu RKP 

dan Renja K/ L (hasil trilateral meeting) , kebijakan 
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Menteri/Pimpinan Lembaga terkait perencanaan dan 

penganggaran K/L. Koordinasi bertujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 

penyusunan RKA-K/L. Melalui koordinasi tersebut 

diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu RKA­

K/L yang efisien dan efektif. 

b) APIP K/L dapat mempersiapkan data yang dapat 

mendukung pelaksanaan reviu RKA-K/L antara lain 

Renja K/L (hasil trilateral meeting) , Surat Bersama 

Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas 

terkait Pagu Indikatif K/L, dan hasil temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan compliance audit atas 

realisasi DIPA (bila ada), Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur 

Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L, 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur 

Biaya, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar 

Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Standar Biaya Keluaran, data Sistem Informasi 

Manajemen dan Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK­

BMN) atau RKBMN bagi K/L yang sudah menyusun 

RKBMN, kebijakan pemerintah, serta peraturan 

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait tugas dan fungsi 

eselon I dan K/L. 

c) APIP K/L rrienerima dokumen-dokumen dari unit eselon I 

untuk direviu, meliputi: 

( 1 ) surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat 

eselon I/penanggung jawab portofolio; 

(2) daftar rincian Pagu Anggaran K/ L a tau Alokasi 

Anggaran K/L per satker j eselon I; 

(3) RKA-K/L unit eselon I (RKA-K/L formulir II/III); 

(4) Rencana Kerja Anggaran satker (RKA satker); 

(5 )  Kertas Kerja satker (KK satker); 

(6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L; 

(7) Rekap Penandaan Anggaran (pada level Keluaran 

( Output) Kegiatan); 
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(8) Data SIMAK-BMN atau RKBMN Hasil Penelaahan; 

dan 

(9 ) TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 

d) APIP K/L menyusun program kerja reviu RKA-K/L untuk 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu 

RKA-K/L unit eselon I. 

2) Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/L 

Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/L unit eselon I, 

kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a) APIP K/L menyusun Tim Reviu RKA-K/L 

b) Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan 

kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. 

Tim Pereviu RKA-K/L disusun paling sedikit terdiri dari 1 

(satu) Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis, 

beberapa Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim 

disesuaikan dengan jumlah RKA satker. Sebagai dasar 

pelaksanaan rev1u RKA-K/L, pimpinan APIP K/L 

menerbitkan surat tugas reviu RKA-K/L. Surat tugas 

terse but paling sediki t men j elaskan mengenai pem beri 

tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, serta 

waktu pelaksanaan reviu RKA-K/L unit eselon I. 

c) Pemahaman objek rev1u RKA-K/L dan 

peraturanj kebijakan perencanaan penganggaran 

d) Sebelum melakukan reviu RKA-K/L, pereviu harus 

memahami tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan 

terkait penyusunan RKA-K/L (seperti yang telah 

disebutkan dalam angka 1 huruf e (halaman 2 29 s.d. 

halaman 2 3 1 ) hal Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu 

RKA-K/L). Objek reviu adalah unit penyusun RKA-K/L 

tingkat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi 

anggaran (porto folio) dan se bagai penanggung j awab 

program. 

e) Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan 

langkah-langkah reviu RKA-K/L yang tepat dengan 

mem pertim bangkan faktor risiko, materiali tas, 
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signifikansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan 

waktu. 

c. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/L unit eselon I 

1 ) APIP K/L dapat melakukan reviu secara paralel dengan 

pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan/Unit 

Perencanaan K/L atas RKA-K/L unit eselon I. 

2) Jika dilakukan bersama, APIP K/L bersama-sama Biro 

Perencanaanj Unit Perencanaan K/L dan unit eselon I 

penyusun RKA-K/L melakukan Kick off Meeting Reviu dan 

Penelitian RKA-K/L unit eselon I. 

3) Hal-hal Yang Harus Diperhatikan 

a) Ruang Lingkup Reviu RKA-K/L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP 

K/L difokuskan pada: 

( 1 ) kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu 

Keluaran ( Output) Kegiatan; 

(2) kepatuhan dalam penerapan 

penganggaran, antara lain: 

(a) penerapan SBM, SBK, dan SSB 

kaidah-kaidah 

Untuk Keluaran ( Output) Kegiatan yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam SBK, 

rev1u RKA-K/L dilakukan hanya untuk 

mencocokkan besaran uang pencapa1an 

Keluaran ( Output) Kegiatan yang tercantum 

dalam RKA Satker dengan SBK. Untuk 

Keluaran ( Output) Kegiatan yang non SBK, 

reviu RKA-K/L dilakukan sampai dengan level 

de til; 

(b) penggunaan akun; 

(c) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini 

adalah penggunaan produk impor karena K/L 

diminta untuk mengutamakan penggunaan 

produk dalam negeri; 

(d) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 

didanai dari PNBP, pinjaman/hibah luar negeri, 
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pinjaman/hibah dalam neger1, dan surat 

berharga syariah negara; 

(e) penganggaran badan layanan umum; 

(f) kontrak tahun jamak (multi years contract))· dan 

(g) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 

menjadi penyertaan modal negara pada Badan 

U saha Milik N egara. 

(3) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara 

lain RKA Satker, TOR/RAB danj atau dokumen 

pendukung terkait lainnya; dan 

(4) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai 

Inisiatif Baru danj atau rincian anggaran Angka 

Dasar yang mengalami perubahan pada level 

komponen. 

Disamping fokus pada ruang lingkup di atas, perev1u 

dapat melakukan reviu atas ruang lingkup RKA K/ L 

unit eselon I sebagai berikut untuk memastikan: 

( 1 )  konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi 

volume Keluaran ( Output) Kegiatan dan indikator 

Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan 

sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP; 

(2 )  kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu 

Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas; 

(3) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan 

sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran 

K/L atau Alokasi Anggaran K/L; dan 

(4) kepatuhan dalam pencantuman penandaan 

anggaran pada level Keluaran ( Output) Kegiatan. 

b) Tim Reviu RKA-K/L harus mendapatkan Surat Bersama 

Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas 

tentang Pagu Indikatif, Pagu Anggaran K/L per program 

termasuk rincian sumber dana, dan Alokasi Anggaran 

K/L per program termasuk rincian sumber dana. 

c) Untuk reviu penyesuaian RKA-K/ L, Tim Reviu RKA-K/ L 

harus meminta hasil pembahasan antara K/ L dengan 
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DPR-RI antara lain laporan singkat (lapsing) dan catatan 

hasil pembahasan. 

d) Tim Reviu RKA-K/ L harus meminta hasil penelitian RKA­

K/ L yang dilakukan oleh Biro Perencanaanj Unit 

Perencanaan K/ L sebagai bahan masukan dan 

sinkronisasi hasil reviu. 

4) Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-K/L 

Reviu RKA-K/ L unit eselon I beserta RKA satker 

dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu RKA-K/L 

yang telah disusun pada tahap perencanaan reviu RKA-K/ L 

unit eselon I. Pelak.sanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I 

dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA-K/ L tingkat 

eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran 

(portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bersama 

Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L. Pengembangan 

prosedur reviu RKA-K/ L  dapat dilakukan oleh Tim Reviu 

RKA-K/ L sepanJ ang diperlukan sesuai dengan kondisi di 

lapangan. 

Basil pelaksanaan prosedur rev1u dituangkan dalam 

Kertas Kerja Reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara 

berj en j ang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis. 

Berdasarkan KKR, Tim Reviu RKA-K/ L harus menyusun 

Catatan Basil Reviu (CBR) untuk menyampaikan hasil reviu 

RKA-K/ L unit eselon I yang berisi kesalahan atau kelemahan 

yang ditemui serta rekomendasi perbaikan. CBR dibahas dan 

disampaikan kepada unit eselon I c. q. sekretaris unit eselon I 

untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan atau 

penyesua1an RKA-K/ L dan Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan K/ L. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 

memastikan penyelesaian tindak lanjut atas CBR terkait 

RKA-K/L unit eselon I. CBR harus ditandatangani bersama 

antara Tim Pereviu dengan Sekretaris unit eselon I yang 

menyusun RKA-K/ L. 

RKA-K/ L unit eselon I yang telah diperbaiki atau 

disesuaikan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/ Sekretariat c. q. Biro Perencanaanj Unit 
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Perencanaan K/L untuk dapat dihimpun menjadi RKA-K/L 

lingkup K/L dengan tembusan APIP K/L untuk selanjutnya 

disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran­

Kementerian Keuangan. 

Tim Pereviu RKA-K/L wajib mendokumentasikan seluruh 

KKR dan dokumen RKA-K/L unit eselon I beserta 

TOR/RAB/dokumen pendukung lainnya dengan baik dan 

aman. 

d. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA-K/L 

Pelaporan hasil reviu RKA-K/ L unit eselon I pada intinya 

mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur 

reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, 

langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah 

dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak 

dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Laporan 

Hasil Reviu (LHR). LHR disampaikan oleh pimpinan APIP K/L 

kepada pimpinan unit eselon I. 
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1 .  FORMAT SURAT TUGAS 

LOGO . . .  ( 1 ) ��r���l�����--�����-��������-·.·.·.·.·. \�) } 
Alamat . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

SURAT TUGAS 
Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . .  (5) 

KOP Kementerian 
Negara/ Lembaga 

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. (6) Tahun 
20XX, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) menugaskan: 

No . Nama Per an 

1 .  
. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . .. (8) 

Pengendali Mutu 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

2 .  
. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ( 1 0) 

Pengendali Teknis 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 )  

3 .  
.. . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . ( 1 2) 

Ketua Tim 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... ( 1 3) 

4 .  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) 

Anggota Tim 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

5 .  Dst. Anggota Tim 

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerj a  Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) Tahun Anggaran XXXX pada: 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 6) ;  
2 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ( 1 7) .  

Kegiatan tersebut dilaksanakan di  Jakarta selama . . . . .  ( 1 8) hari kerja mulai 
tanggal . . . . .  ( 1 9) s . d  . . . . . .  (20) 20XX, di bawah tanggung jawab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
(2 1 ) . 

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini 
menj adi beban anggaran Inspektorat Jenderal . 

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan 
tugas . 

Tembusan:  
. . . . . .  (25) 
. . . . . .  (26) 
[dst. ] 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (22) 20XX 
Inspektur J enderal 

[ttd] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23) 
NIP . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (24) 
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Keterangan: 

1 .  Berisi logo K/ L. 

2. Berisi nomenklatur K/ L. 

3 .  Berisi nomenklatur APIP K/ L. 

4 .  Berisi alamat APIP K/ L. 

5 .  Berisi nomor surat tugas . 

6 .  Berisi nomenklatur K/ L. 
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7 .  Berisi nomenklatur pej abat yang memberikan penugasan. 

8 . Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu. 

9 .  Berisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu. 

1 0 . Berisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis . 

1 1 . Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis . 

1 2 .  Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 

1 3 .  Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim. 

1 4 .  Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 

1 5 . Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim. 

1 6 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu. 

1 7 . Berisi unit eselon I K/ L yang direviu. 

1 8 . Berisi jumlah hari penugasan. 

1 9 .  Berisi tanggal mulai penugasan. 

20 .  Berisi tanggal akhir penugasan. 

2 1 .  Berisi nomenklatur pej abat yang bertanggung jawab terhadap penugasan 

terkait. 

2 2 .  Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan. 

2 3 .  Berisi nama pejabat yang memberikan penugasan. 

24 .  Berisi NIP pej abat yang memberikan penugasan. 

2 5 .  Berisi pimpinan unit eselon I K/ L yang direviu. 

26 .  Berisi pimpinan Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L pada Sekretariat 

J enderal I Sekretariat U tama/ Sekretariat. 
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2 .  FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/ L UNIT ESELON I 

l,;b�����t��Wt�t��;����,¥�f��2�J(��·�����;.�,;�t�#g�gJ?i, ••C111tC1��····•lC1!1! .. '.• c1�nga,-n•••·d,�tEl·••••dBku1lg 
•.. . t••i'�,er:�al11;Cl•·••••¥A�t�ri· •. ·.l,{t;l1Cll!�C1J:l·····•· .. dengan 

... . .. . ···· . . . .. p,agu ll!qi}{'a_tifc:l{/L; ·Pgg'l:l Angggran K/L, 

, • {�§·;•••;�I.)�'!l••E����.tr_,, ;?$llyi.I}..I{ •••J3JV[·�·/R.l9?IviN•.······hC1sil 

1 .  Dapatkan dokumen­
dokumen yang diperlukan 
sebagai berikut: 
a .  Renj a-KI L dan informasi 

Kinerj a (hasil trilateral 
meeting), Surat Bersama 
Menteri Keuangan 
dengan Menteri 
PPNI Kepala Bappenas 
terkait Pagu Indikatif 
KI L, Surat Bersama 
Menteri Keuangan 
dengan Menteri 
PPNI Kepala Bappenas 
terkait Penyampaian 
Pagu Anggaran KI L atau 
Surat Bersama Menteri 
Keuangan dengan 
Menteri PPN/ Kepala 
Bappenas terkait 
penyampa1an Alokasi 
Anggaran KI L, Surat 
Sekretaris 
J enderal I Sekretaris 
Utamal Sekretaris c . q. 
Kepala Biro 
Perencanaan I Kepala 
Unit Perencanaan KI L 
terkait penyampa1an 
Pagu Anggaran KI L atau 
Surat Sekretaris 
J enderal I Sekretaris 
Utamal Sekretaris c . q. 
Kepala Biro 
Perencanaan I Kepala 
Unit Perencanaan KI L 
terkait penyampa1an 
Alokasi Anggaran KI L 
tiap program; 

b .  TOR dan RAB, dan 
dokumen 
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pendukung lainnya; 

c. ADK RKA-K/ L unit 
eselon I ;  

d .  Peraturan Menteri 
Keuangan tentang 
Standar Biaya Masukan; 

e .  Peraturan Menteri 
Keuangan tentang 
Standar Biaya Keluaran; 

f. Data SIMAK-BMN; 

g.  RKBMN 
Penelaahan 
yang telah 
RKBMN) ; 

h .  Rekap 
Anggaran 
tagging); dan 

(bagi 
Hasil 

K/ L 
menyusun 

Penandaan 
(budget 

1 .  Dokumen-dokumen 
lainnya yang 
dibutuhkan dalam 
pelaksanaan reviu. 
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:pE�EL�A.l\l,,.A'l'J\.S; KESESUAIAN. ADK RKA�K/l[.,.,JlEI'lG.A�N·) RE�N, 
·...,c ......... , ··I INFORMASIKINER3A 

TUjUah: .• <•c:·',�\,.,'·!·'.·•x.· 
U!lt�k ....•...• .. meniastikat1 ... . · •.

. 
kesesuaiEl.B .

· .· · . . pr?grEt�, · ..[�""F,.l.< • .t. . .,.<:.O. . .I:.L, !' . a�C ��l��J;il.i}; }·{.(Jy.tfc�i) 
Kegiatan.·da.larn f\J).K. R:KA'-K/P unit �selon) · -:J(/L.�,qa.n .igfor111a.si· 

. . 

1 .  Pastikan konsistensi 
sasaran Kinerj a  meliputi 
volume, Keluaran (Output) 
Kegiatan dan indikator 
Kinerja kegiatan dalam 
RKA-K/ L sesua1 dengan 
sasaran Kinerja dalam 
Re ·a-K L dan RKP. 
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2 .  Pastikan nilai (Rp) keluaran 
(output) pada kegiatan yang 
menj adi prioritas 
pembangunan nasional dan 
prioritas pembangunan 
bidang dan/ atau prioritas 
pembangunan daerah yang 
tercantum dalam RKP (bila 
ada) , dalam ADK RKA-K/ L 
tidak lebih rendah daripada 
nilai (Rp) keluaran (output) 
pada kegiatan berdasarkan 
Ren·a K L.  

3 .  Buat Kesimpulan. 
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TOTAL ·PAo.u: AN.GGARAN''DAN . > \ '·· ·· .. ···•····. . >······ · ····· > .  ;·<··'· :< ; :\ . ··•·••• ·· •
·· • ? 

PAGU 

�jlJ�! . .. ····.··.· . · . .. . ·.· .. < 
< ••••. ·.·.•· .. .

. ·•
·
.
··
. ·
·
. . < •..

. . ·. ··•
··•·••···.. 

> < •.•• 
Untul<i ·IJ:le.masti�?-1'1 . ba.llwa ••.. tptal . ... •· .Pagu . . Afl,ggat:a_nJC/L .. •.da.JJ.• ·.total· .... pflgu•••··

· .. Alokasi 
A11.g�a_rat1······•I<./R ··• palarg.·· ADK ..•• ·.J<Kf\.-K/L ...•. per•• •• ·Pf9!Stam . . t�lflh.·•·· sesufli•·· .denga_n .··.··

.surat 
J:>�r�§LJ:tl8. §lTJ.t§lfa • ¥el}teri l(eu.angan dan •••·11ent�ri PPN{Kepala. · ·Banpepa�··ten ta_ng 
Pa.g"tJ A-!lgga_[fl.j;l .K{L cla_n sqra t 1J�rsa111c:1; a_r1tara Iv.I�n terL .KeU§lrJ.gf:tn·· cl.?-11•·1\II en t�ri 
BJ?N/l(�pa.la.l3 .. appenas tentangpenyampaian Alokasi Anggaran K/ L 

1 .  Pastikan bahwa kertas 
kerja RKA-K/ L yang 
di terima telah sesuai 
den ADK RKA-K L. 

2 .  Pastikan bahwa total Pagu 
Anggaran K/ L dalam ADK 
RKA-K/ L per program telah 
sesuai dengan surat 
bersama Menteri Keuangan 
dan Menteri PPN/ Kepala 

3 .  

4 .  

Bappenas terkait 
Penyampaian Pagu 
An K L. 
Pastikan bahwa total pagu 
anggaran dalam ADK RKA-
K/ L per program telah 
sesua1 dengan sur at 
bersama an tara Menteri 
Keuangan dan Menteri 
PPN/ Kepala Bappenas 
terkait Penyampaian 
Alokasi An K L. 
Buat Kesimpulan. 
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':rujuan: 
Untuk•

.
me!hastikan·••.kesesuaic:ln .• rincian>�umber.·'dana (�'L:Piah·.!l11lrni, . . PNBP, BLU, 

RHLN,. P])N, ·S?SN)•.•• dcl1am A[)K .•.. RI(A-K/h Pagu. }\l}g�flrcUJ. K/L dan·•.>}\lokasi 
Anggaran K/l., ••per·.• progrc:1m• telap .·•�esucti .d�n.ga�<·.ripc�c:ln•·••••••sl_:Lrnbe�;· �an_Et Y§lhg 
terc� tum.dalam ·surat>Men teri•· • l(euat1gantenta_n� . . ··.·P�J:J.Y{U111?aian·.·· ·f§-gu•· .. •Attggaran·.·. 
K/ L ·.dan surat .Mer1teri Keuangan tentangPenyampaian Pagu Alqkasi K/LJ. 

1 .  Pastikan bahwa nnc1an 
sumber dana (rupiah 
murni, PNBP, BLU, PHLN, 
PDN, SBSN) pada ADK 
RKA-K/L dan kertas kerja 
RKA-K/L satker 
berdasarkan Pagu 
Anggaran K/L per program 
telah sesuai dengan surat 
bersama Menteri Keuangan 
dan Menteri Menteri 
PPN/Kepala Bappenas 
terkait Penyampaian Pagu 

K L. 
2 . Pastikan bahwa r1nc1an 

sumber dana (rupiah 
murni, PNBP, BLU, PHLN, 
PDN, SBSN) pada ADK 
RKA-K/L dan kertas kerja 
RKA-K/L satker 
berdasarkan pagu Alokasi 
Anggaran K/L per program 
telah sesuai dengan surat 
bersama antara Menteri 
Keuangan dan Menteri 
PPN/Kepala Bappenas 
terkait Penyampaian 
Alokasi K L. 

3 .  Buat Kesimpulan. 
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. ,, .......... 
:
.
·
·• ·• ...... ••••·��:i;> ci g,••,•• 

n'{:"Utc•• · ······ ··•·:W�.m•��ti�9-p•••• •. ·····•�q�asi ..• ••.. • .. i�n.gg;�tfl:l1..·• .. ••··.••···• ••.tel't:CP.• ··••••••··:tlJ.�r�p�rha_tikan·•·····.·. · .•B.pko.�-pokok 
keJ:?ij�.��p .':J?�l§lm.Cl,: "!}(:C •. • s�s-ct�i.·· • .•. ·· ( �l·/ �ur�t 9�.r:s�:t1}8.1 §l!lta_pg .lMent�ri•••·• K�uangan 
<:lxJ.1.g<fH ·;�ert�ri .J3El'1/�eBa.Ia. ·· . .. J3gppyrlC1§ : •t.�rk�itJ?agu ::Jp�ik,a.tif ··••.K/ .L, •.•••.. (2) . ·•· ·.surat 

.. J)�t��tp.a.· .• '}fl:t�Ea.·.··•M.y!ftyr�.···IfHlJ:�ngan···d�!lgan .M .. �n.teri .. •Pf»�./ .. �e,pala_.·.Bapp.�na�•··•terkait 
P�11Ycsl!lPC1i8_J:I'l=>a.gp .f\ng�flrap.·K/.L,.·•·(3.). Su.rat s]3e}§§ll1lf1'antaraMenteri Keuangan 
deng;an_ IVI�l:lt�r� .. f>f»N/}\�pala ]3appenas terkait pep.ya111pa_ian Alqkasi A:nggaran 
KfL. 

. . . . 

1. Pastikan alokasi anggaran 
telah memperhatikan 
pokok-pokok kebijakan 
belanja K/L sesuai dengan 
surat bersama antara 
Menteri PPN/Kepala 
Bappenas dengan Menteri 
Keuangan terkait Pagu 
Indikatif K/ L misalnya 
Tahun Anggaran (TA) 2018: 
kebijakan belanja pegawai 
tetap memperhitungkan 
pemberian gaji ke-13 
(baseline); belanja barang 
operasional maksimal sama 
dengan realisasi belanja 
barang operasional T A 
2016 atau pagu 2017 
apabila le bih rendah 
dengan melakukan 
penghematan perjalanan 
dinas, honor tim, 
melaksanakan upaya 
penghematan belanja 
barang untuk dapat 
direalokasi ke belan j a yang 

roduktif dan lain -lain. 
2. Pastikan alokasi anggaran 

telah memperhatikan 
pokok-pokok kebijakan 
belanja K/L sesuai dengan 
surat bersama antara 
Menteri Keuangan dan 
Menteri PPN/Kepala 
Bappenas terkait 
penyampaian Pagu 
Anggaran K/L misalnya TA 
2017: 
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3 .  Pastikan alokasi anggaran 
telah memperhatikan 
pokok-pokok kebijakan 
belanja K/L sesuai dengan 
surat bersama antara 
Menteri Keuangan dan 
Menteri PPN/Kepala 
Bappenas �rkali 
Penyampaian Alokasi 
An K L. 

4 .  Buat kesimpulan. 
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PE:ri�J:.,�IfAl¥ .A,'l'Jo\.8 l{E,LAY' .. · · ·· . ... ,.,�NGGARAN UNTlJK; MEN(li{ASILKAN 
SUATU.>KEEU:I\.RAN·fOl)'TPUT)iKEGlA.'f.AN' 

• Tujl1ai1:.� · · ························ ·· ·····
···· . . ;./ �· .· ·· ·

· ·····
· ········.••.·· ··· · ·.· · ····· . .. ....

. ···•·•.·· · ·•· ·········' ...... ·•. •••······ ...•. ·.·· .· .. ·· .. ·····•••· ·• >} .•. : .. . .. ' .. ·.••· .. ..... ·•· ·······
·
··· ··· •·· Untuk. 111.emastikan kylayakan ...• anggaran.atas suat11 Kelu§lr8Jl (Output) j(egiatan.· 

1. Pastikan komponen dalam 
ADK RKA-K/L dan KK RKA-
K/L satker telah 
memperhatikan asas 
kepatutan dalam 
pengalokasian anggaran, 
berdasarkan professional 
judgement dan benchmark 

a ad . 
2 .  Buat kesimpulan. 

PENELAAHAN ATAS .... a. ... , ... n� .... ·"'· ...... ;1;"";1 .. .�.. 

TuJU.a.t1: .. < 
... ·.• 

.. ·· ... ·.··•·.··•···· > .• •· . . · . .  . .. · .. · .· i • ..·· ··.•· • · ··••·· · • · · ·• •·•·· ···•· • ·.•·• · ·· ····• 
.··•··. ··· · ·' ,. ' ·•·· ········ . ·•· • · •··••····.·•··· •/ 

UJJ;t}-l:�···::P}�mastil�� •• al?�.::tsii:·•·a�Pgar,an····.tid::t}{.••·•rr1�1.�1Jihi•·�t§lnci�··••··1J��::t.·.•· ·s.�]J.ag�i�a�a 
ciia.t11r·••d§llaPI:••····B�ra_tu��.r;···:M.et1teri .• •·.··.�euangc:l.Ll·•····JJ:lY�gyn�:li•··•··••�t,a_.r;ciClf•.·•. · •J�i£tY::l.'.•rvJ:a_suf{£tn <if111··ql.l:rnJal}>f5e.kl.l.xn.�izyolu!1J.�>telah·.·••··�ell1pertiJ:nbarlpk.a_n· •• p:rin�ip••.�fisiel1si dan 

·· tidak 1nelebihijumlah. BrvrN dalam SIM.A.K-BMN/ RKBMN. Hfl_sil Benela.ahan� 
1. Pastikan alokasi anggaran 

pada ADK RKA-K/L dan KK 
RKA-K/L Satker untuk: 
Honorarium 
• harga satuan tidak 

melebihi PMK tentang 
SBM. 

• pencantuman satuan 
(OB/OH/OK/OJ /OP) 
telah sesuai dengan PMK 
tentang SBM. 

Rapat Dalam Kantor 
• harga satuan tidak 

melebihi PMK tentan 
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SBM. 
• pencantuman satuan 

telah sesuai dengan PMK 
tentang SBM. 

• telah memperhatikan 
prinsip kewajaran dan 
efisiensi. 

Biaya Rapat/Pertemuan 
Di Luar Kantor dan Uang 
Harian Kegiatan Rapat/ 
Pertemuan Di Luar 
Kantor 
• harga satuan tidak 

melebihi PMK tentang 
SBM. 

• pencantuman satuan 
telah sesuai dengan PMK 
tentang SBM. 

• frekuensi hari 
penginapan dialokasikan 
sebanyak-banyaknya H-
1 dari frekuensi uang 
harian perj alan an din as. 

• telah memperhatikan 
prinsip kewajaran dan 
efisiensi. 

Uang Harian dan Biaya 
Penginapan dan Biaya 
Transportasi Perjalanan 
Din as 
• harga satuan tidak 

melebihi PMK tentang 
SBM. 

• frekuensi hari 
penginapan dialokasikan 
sebanyak-banyaknya H-
1 dari frekuensi uang 
harian perj alan an din as. 

• telah memperhatikan 
prinsip kewajaran dan 
efisiensi. 

Biaya Sewa Kendaraan 
• volume Alat 

Angkutan Darat 
Bermotor Dinas 
Jabatan telah sesua1 

stan dar 
(PMK 

20 1 5  
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tentang Standar 
Barang dan Standar 
Kebutuhan Barang 
Milik Negara Berupa 
Alat Angkutan Darat 
Bermotor Dinas 
Operasional Jabatan 
Di Dalam Negeri) 
berdasarkan RKBMN 
Hasil Penelaahan. 

• volume alat Angkutan 
Darat Bermotor Dinas 
operasional kan tor telah 
memperhatikan prinsip 
kewajaran dan efisiensi, 
serta standar kebutuhan 
(bila ada). 

• harga satuan tida:k 
melebihi PMK tentang 
SBM. 

• pastikan 
dialokasikan 

tidak 
anggaran 

untuk biaya 
pemeliharaan, kecuali 
untuk bahan bakar. 

2 .  Buat kesimpulan. 
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PENELAAHAN .. ATAS/KEPATUHAN·•·PENERAPAN.·•STANDAR BIAYA.KELUARAN. •..• ; • ••. ••·••••·• < � ••• • < 

. 
.. . •··.•· 

.. 
·.··•···•••·••···• .• •••··· .

. · •.. · ··.· ·•• .· · .• · .... . ........... . ·· · .• i < > . •• . • : . •..•. •. ·.· . ····.·.· .. ·•· ··•··•·· ) 

Untl,lls· •.• rn.�.rn�stik�J}··.·Gl.l()lfa.si••··.•ang?a.�a.]J.. ·.�ic1£tk·•·.rn�le1Jihi· •.•.. �.��l'J_dar .• <1J�.�)'a .•••.. se1Jaga�n1a11a 
diatur .. ••dalan:r Peraturan Me11teriKeu�11gan tyntang Stan.dar Biaya l(el-qa,ran. 

1. Pastikan alokasi anggaran 
pada ADK RKA-K/L dan KK 
RKA-K/L Satker tidak 
melebihi Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Standar 
Biaya Keluaran, apabila 
m akan SBK. 

2 .  Buat kesimpulan. 
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'I'uj'l).C\B=•r••·•·•.••·······2. ·• •• • ··•···•••······•···•····•.·•••<··.• . . •••·•· ·•:•• •···••·•···�· ··•· / •.�·••··•·. 
Untuk·.•·memasti�§tn·••· pahw� . penggp:naan 

."-''.yU-f'i,�"" pq.g�rr.akun.stg:ndar� 
1 .  Pastikan akun belanja pada 

ADK RKA-K/L dan KK RKA­
K/L satker berdasarkan 
Pagu Anggaran K/L dan 
Alokasi Anggaran K/L telah 
sesua1 dengan PMK 
mengena1 Bagan Akun 
Standar serta Peraturan 
Direktur J enderal 
Perbendaharaan mengenai 
penambahan j perubahan 
akun. 

2. Buat kesimpulan. 

ATASHAL-HAL···•YANG.�·· HARU'S>cDIALOKASIKAN•;DALAM.·••RKA� 

P·r-tBlf••·····•·····Il1�tnfl.�ti]f�n ..••.. l:)��a•••·•·•••····alo�C\$i .•.••. ·.f:\p-ggar�B· ··.·.dfl_lf1IA•··••••:•• A[) I(·•···.··• .RIQ\:K fL···d··· ••telah 
gi�l?���t!�fl� : .§l.B&�Gl.f:� · · 'Ll'fl�"Uk ••... ···· )�BHa:gt•· .. · .. : J;:tin ) (J) .. :. �el B-arflp • ·•

·
•· (ptitP}ft)y .•. 1ayanaf1 · ·· ·P.�.11�;:t11.t8.�%��} ..... (3)�···��11J.§!f1}1 .•.•. (911;�E11t))•tqgcl�.··.e(3.P••··fpt1gsi)·�a.!�er;·:·•·(9). ·Pfog��J)J;t.·k�giata_n 

§tl1,g;·: �SB.d1li("tlf1g;iiH�:t1.8.�Pflifll"1.· pr-io;itfl_� nflsiop.(lh,i Bfi,cn:itas ..•.. bi<f�Bg• .. •· cta.n/.atau 

p��9f�te§? PetA{);:tB�f12l!l. ;d���ah:.Y2l!lg····t,e,r9fl.f1t1lnT•. �ala.rn·•·.Rt<'f' Japabila .•.. acta.) , •.. · (4) 
�egiatgtp lfl_PJ1lt§t!l Y(ll1_g• persifat tal111n jamftk· Jbilgt\ad?tl,. clf1q/atap (5) •... dana 

da!l1piJ.J.g ll.ntgkkeg�atan •. ·•y§tng··anggara�ny£l R�t<sll.ffiber, ciflXi•J?I-IL,�. 
1 .  Komponen 00 1 

Pastikan alokasi anggaran 
pada ADK RKA-K/L dan KK 
RKA-K/L satker untuk: 

• gaji dan tunjangan serta 
uang makan dilakukan 
dengan berbasis data 
yang terdapat pada 
aplikasi G PP. 

• uang lembur maksimal 
sama dengan alokasi 
uang lembur tahun 
sebelumnya. 
untuk satker baru 
maksimal 1 6  jam per 
bulan tiap pegawai. 
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2 .  Komponen 002 
Biaya Pemeliharaan 
Sarana Kantor serta Biaya 
Pemeliharaan dan 
Operasional 
Dinas: 

Kendaraan 

• Pastikan volume pada 
ADK RKA-K/L dan KK 
RKA-K/L satker telah 
sesuai dengan jumlah 
BMN yang tercatat pada 
SIMAK-BMN/RKBMN 
Hasil Penelaahan. 

• Pastikan harga satuan 
pada ADK RKA-K/L dan 
KK RKA-K/L Satker tidak 
melebihi PMK tentang 
SBM. 

• Pastikan tidak 
dialokasikan anggaran 
pemeliharaan untuk 
BMN dengan kondisi 
rusak berat dan untuk 
sarana kantor / 
kendaraan dinas yang 
diadakan melalui 
mekanisme sewa. 

Biaya Pemeliharaan 
Gedung/Bangunan: 
• Pastikan volume pada 

ADK RKA-K/L dan KK 
RKA-K/L satker tidak 
melebihi luas BMN 
berupa Gedung/ 
Bangunan yang tercatat 
pada SIMAK-
BMN/RKBMN Hasil 
Penelaahan. 

• Pastikan 
pemeliharaan 
gedung yang 
dialokasikan 

biaya 
untuk 

disewa 

berdasarkan kontrak/ 
perjanjian dengan 
penyedia gedung, apakah 
termasuk dalam total 
harga sewa atau tidak. 

• Pastikan harga satuan 
pada ADK RKA-K/L dan 
KK RKA-K L satker tidak 
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melebihi PMK tentang 
SBM. 

Honorarium 
Pengemudi, 
Kebersihan, 
Pramubakti: 

Satpam, 
Petugas 

dan 

• Pastikan harga satuan 
pada ADK RKA-KI L  dan 
KK RKA-K/L satker tidak 
melebihi PMK tentang 
SBM atau Peraturan 
Kepala Daerah tentang 
UMPI KabiKota. 

• Pastikan jumlah 
Satpaml 
Pengem udi I Petugas 
Ke bersihan I Pram u bakti 
telah memperhatikan 
asas kewajaran. 

• jika melalui jasa pihak 
ketigal diborongkan, 
ditambahkan paling 
banyak 1 5o/o (tidak 
termasuk seragam dan 
perlengkapan) dari 
satuan biaya, dan 
ditambahkan 
iuranl premi Jaminan 
sosial sesuai ketentuan 
yang berlaku, dapat 
dialokasikan tambahan 
honorarium 
satu bulan 

sebanyak 
untuk 

tunjangan hari ray a 
keagamaan. 

• jika melalui swakelola, 
dapat dialokasikan 
tambahan honorarium 
sebanyak satu bulan 
untuk tunjangan hari 
raya keagamaan. 

Honorarium Operasional 
Satuan Kerja: 

• Pastikan harga satuan 
pada ADK RKA-KI L  dan 
KK RKA-KI L  satker tidak 
melebihi PMK tentang 
SBM. 

• Pastikan encantuman 
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satuan (OB/OK/OTER/ 
OP) telah sesuai dengan 
PMK tentang SBM. 

Biaya Jamuan Rapat dan 
Perjalanan Dinas 
Pimpinan: 
• Pastikan harga satuan 

pada ADK RKA-K/L dan 
Kertas Kerja RKA-K/L 
satker tidak mele bihi 
PMK tentang SBM. 

• Pastikan alokasi 
anggaran pada ADK 
RKA-K/L telah 
memperhatikan prinsip 
kew · aran dan efisiensi. 

3. Pastikan keluaran (output) 
tug as dan fungsi K j L telah 
dialokasikan 

4. Pastikan telah dialokasikan 
anggaran dana pendamping 
bila terdapat anggaran 
yang bersumber dari PHLN 

bila 
5 .  Pastikan kegiatan lanjutan 

yang bersifat tahun jamak 
telah dialokasikan 
an an esa1an 

6 .  Pastikan programjkegiatan 
yang men j adi priori tas 
pembangunan nasional, 
prioritas pembangunan 
bidang, dan/ a tau prioritas 
pembangunan daerah yang 
tercantum dalam RKP 
( apabila ada) telah 
dialokasikan 

7 .  Pastikan penyediaan dana 
untuk mendukung 
pelaksanaan program/ 
kegiatan yang sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
(apabila ada) telah 
dialokasikan 

8. Buat kesimpulan. 
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ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS JABATAN 

1 .  Dapatkan Data Dukung 
lainnya berupa: 

• Price list/ brosur/ e­
katalog. 

• untuk satker baru, 
surat Keputusan 
Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
(Menteri PAN & RB) 
terkait Ijin Prinsip 
pembentukan satker 
atau penambahan unit 

sas1. 
2. Pastikan volume pada ADK 

RKA-K/L dan KK RKA-K/L 
satker terkait Alat Angkut 
Darat Bermotor Dinas 
Jabatan: 

• untuk K/L yang sudah 
menyusun RKBMN, telah 
sesuai dengan standar 
kebutuhan Uumlah) pada 
RKBMN Hasil 
Penelaahan. 

• untuk K/L yang belum 
menyusun RKBMN dan 
melakukan penggantian 
kendaraan, pastikan 
telah memenuhi syarat 
penghapusan. Bila 
belum memenuhi syarat 
penghapusan, pastikan 
tidak dialokasikan 
anggarannya pada 
alokasi anggaran K/L. 

• untuk satker baru, 
pastikan terdapat Surat 
Keputusan Menteri PAN 
& RB terkait Ijin Prinsip 

mbentukan satker 
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atau penambahan unit 
organisasi. 

Disamping itu, satker dapat 
melakukan alternatif 
pemenuhan kebutuhan 
melalui sewa kendaraan 
sepanJang telah masuk 
dalam RKBMN. 

3. Pastikan spesifikasi teknis 
Alat Angkut Darat 
Bermotor Dinas Jabatan 
yang diusulkan telah 
sesua1 standar 
barang/ spesifikasi teknis 
berdasarkan PMK 
76/PMK.06/2015 tentang 
Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Barang 
Milik Negara Berupa Alat 
Angkutan Darat Bermotor 
Dinas Operasional J abatan 
Di Dalam Ne 

4. Pastikan kesesuaian 
alokasi anggaran pada ADK 
RKA-K/L dengan TOR/RAB 
dan data dukung (pricelistj 
brosur / e-katalog) serta 
harga satuan tidak melebihi 
SBM. 

5. Pastikan Struktur Biaya 
dalam ADK RKA-K/L terdiri 
dari biaya pengadaan 
kendaraan, biaya 
pengiriman Gika ada) dan 
biaya pengelola kegiatan 
(honor Pejabat/Panitia 
Penerima Hasil Pekerj aan 

6. Khusus untuk alokasi 
anggaran Alat Angkut 
Darat Bermotor Dirras 
Jabatan pada Perwakilan 
RI di luar neger1 
disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku di 

at. 
7. Buat kesimpulan. 
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ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS 
OPERASIONAL KANTOR 

1. Dapatkan Data Dukung 
lainnya berupa: 

• pricelist/brosur/ e­
katalog; dan 

• untuk satker baru, 
surat Keputusan 
Menteri PAN & RB 
terkait ljin Prinsip 
pembentukan satker 
atau penambahan unit 
organ1sas1. 

2. Pastikan volume pada ADK 
RKA-K/L dan KK RKA-K/L 
satker terkait Alat Angkut 
Darat Bermotor Dinas 
Operasional Kantor, untuk 
K/L yang mempunya1 
standar kebutuhan, tidak 
mele bihi stan dar 
kebutuhan Uumlah). 

Untuk penggantian 
kendaraan yang 
belum/masih dalam proses 
penghapusan, pastikan 
bahwa sudah terdapat 
RKBMN apabila sudah 
dialokasikan anggarannya 
pada Alokasi Anggaran 
K/L. 

Untuk satker baru, 
pastikan terdapat Surat 
Keputusan Menteri PAN & 
RB terkait Ijin Prinsip 
pembentukan satker atau 
penambahan unit 
organ1sas1. 

Disamping itu, satker dapat 
melakukan alternatif 
pemenuhan kebutuhan 
melalui sewa kendaraan. 

3 .  Pastikan spesifikasi teknis 
Alat Angkut Darat 
Bermotor Dinas 
Operasional Kantor telah 
sesua1 standar 
baran esifikasi teknis 

www.jdih.kemenkeu.go.id



bila K/L mempunya1 
standar baran 

4. Pastikan kesesuaian 
alokasi anggaran pada ADK 
RKA-K/L dengan TOR/RAB 
dan data dukung (pricelistj 
brosur / e-katalog) serta 
harga satuan tidak melebihi 
SBM. 

5 .  Pastikan Struktur Biaya 
dalam ADK RKA-K/L terdiri 
atas biaya pengadaan 
kendaraan, biaya 
peng1r1man G ika ada) dan 
biaya pengelola kegiatan 
honor 

6 .  Khusus untuk alokasi 
anggaran Alat Angkut 
Darat Bermotor Dinas 
Operasional pada 
Perwakilan RI di luar negeri 
disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku di 
ne s t. 

7. Buat kesimpulan. 
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ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS 
FUNGSIONAL (MOBIL JENAZAH, AMBULANCE, KENDARAAN TAHANAN, DLL) 

1 .  Dapatkan Data Dukung 
lainnya berupa: 

• Pricelist/brosur/ e­
katalog 

• untuk satker baru, 
surat Keputusan 
Menteri PAN & RB 
terkait Ijin Prinsip 
pembentukan satker 
atau penambahan unit 
organisasi. 

2 .  Pastikan alokasi anggaran 
Alat Angkut Darat 
Bermotor Dinas Fungsional 
telah memperhatikan 
kebutuhan dan pr1ns1p 
kewajaran. 
Disamping itu, satker dapat 
melakukan alternatif 
pemenuhan kebutuhan 
melalui sewa kendaraan. 
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3 .  Pastikan alokasi anggaran 
Alat Angkut Darat 
Bermotor Dinas Fungsional 
telah sesua1 standar 
barang/ spesifikasi teknis 
(bila K/L mempunya1 
standar b 

4. Pastikan kesesuaian 
alokasi anggaran pada ADK 
RKA-K/L dengan TOR/RAB 
dan data dukung (pricelist, 
brosur j e-katalog) serta 
harga satuan tidak melebihi 
SBM (untuk pick up, 
kendaraan operasional 
bu . 

5 . Pastikan Struktur Biaya 
dalam ADK RKA-K/L terdiri 
dari biaya pengadaan 
kendaraan, biaya 
pengiriman U ika ada) dan 
biaya pengelola kegiatan 
honor PPH . 

6. Khusus untuk alokasi 
anggaran Alat Angkut 
Darat Bermotor Fungsional 
pada Perwakilan RI di luar 
negeri disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku di 
ne sete at. 

7 .  Buat kesimpulan. 
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ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN MESS, WISMA, GEDUNG PERTEMUAN 

1 .  Dapatkan Data Dukung 
lainnya berupa: 
a. surat persetujuan dari 

Menteri/Pimpinan 
Lembaga, 

b. Perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan 
bangunanjgedung 
negara dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
Dinas Pekerjaan Umum 
setempat. 

2 .  Pastikan alokasi anggaran 
pengadaanjpembangunan 
mess, wisma, gedung 
'Y'\""'1"T""'11'"Y\Uan telah 
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memperhatikan kebutuhan 
dan prinsip kewajaran 
serta dilengkapi dokumen 
pendukung (a) surat 
persetujuan dari Menteri/ 
Pimpinan Lembaga dan (b) 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan 
bangunanjgedung negara 
dari Kernen terian Pekerj aan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat atau Dinas 

·aan Umum sete at. 
3 .  Pastikan Struktur Biaya 

terdiri dari biaya konsultan 
perencana, biaya konsultan 
pengawas / manajemen 
konstruksi, biaya penyedia 
Jasa konstruksi (fisik), 
biaya pengelola kegiatan 

or anitia dan PPH . 
4. Pastikan alokasi anggaran 

pada angka 3 tidak 
mele bihi in terpolasi sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 
45/2007 tentang Pedoman 
Teknis Pembangunan 
Ban Gedun N 

5. Pastikan telah dilengkapi 
dengan surat permohonan 
persetujuan penghapusan 
bangunanjgedung ke 
Pengelola Barang (bila 
dibangun di tanah yang 
sudah ada bangunan/ 

6. Bila data dukung dalam 
angka 1 di atas tidak 
tersedia sampa1 dengan 
reviu pagu alokasi 
anggaran maka cantumkan 
dalam CHR. 

7. Buat kesimpulan. 
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1 .  Dapatkan Data Dukung 
lainnya berupa rekapitulasi 
Surat Keputusan Tim 
Pelaksanaan · tan 

2. Pastikan alokasi anggaran 
honorarium tim bersifat 
temporer dan memenuhi 
syarat-syarat: 
a. Mempunyai keluaran 

(output) jelas dan 
terukur; 

b. Bersifat koordinatif yang 
mengharuskan untuk 
mengikutsertakan 
eselon I I kemen terian I 
lembagal instansi 
Pemerintah lainnya; 

c. Pelaksanaannya perlu 
diprioritaskan; 

d. Merupakan 
perangkapan fungsi 
atau tugas tertentu 
kepada pejabat 
negaral pegawai 
Aparatur Sipil N egara 
(ASN) disamping tugas 
pokoknya sehari-hari; 
dan 

e. Dilakukan secara 
selektif, efektif, dan 
efisien. 

3 .  Lakukan penelaahan untuk 
tim pelaksana kegiatan 
yang telah terbentuk 
selama 3 (tiga) tahun 
berturut-turut, pastikan 
KI L telah melakukan 
evaluasi terhadap urgens1 
dan efektivitas tim untuk 
dipertimbangkan menjadi 
tugas dan fungsi unit 
organisasi. 
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4. Pastikan bahwa alokasi 
anggaran untuk 
honorarium sekretariat tim 
telah memenuhi kriteria 
bahwa jumlah sekretariat 
tim pelaksana: 
a. Paling banyak 1 0 

(sepuluh) orang untuk 
tim pelaksana kegiatan 
yang ditetapkan oleh 
Presiden; dan/ atau 

b. Paling banyak 7 (tujuh) 
orang untuk tim 
pelaksana kegiatan yang 
ditetapkan oleh 
Menteri/Pejabat · 
setingkat Menteri. 

5. Pastikan alokasi anggaran 
dan satuan (OB), pada ADK 
RKA-K/L tidak melebihi 
Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai SBM. 

6 .  Pastikan pengalokasian 
anggaran honor Surat 
Keputusan Tim yang 
melebihi SBM, telah 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan terkait 
persetujuan SBML (Satuan 
Biaya Masukan Lainnya). 

7. Buat kesimpulan. 
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1. Dapatkan TOR/RAB dan 
dokumen pendukung 
lainnya yang disetujui oleh 
lender (N askah Perj anjian 
Pinjaman Hibah Luar 
N egeri (NPPHLN), Loan 
Agreement/ Minutes of 
Negotiation, Project 
Administration 
Memorandum 
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2 .  Pastikan bahwa 
RKA-K/L 

dalam 
telah 

dicantumkan antara lain: 
a. akun bel an j a sesuai 

dengan transaksi­
transaksi yang dibiayai 
dengan NPPHLN yang 
disesuaikan dengan 
kategori pembiayaan 
yang diperbolehkan 
lender. 

b. kode kantor bayar, yaitu 
kode KPPN Khusus 
Pinjaman dan Hibah 
( 1 40) untuk transaksi 
Pinjaman Hibah Luar 
N egeri (PHLN) dalam 
valas dan tata cara 
penarikannya 
menggunakan 
mekanisme pembayaran 
langsung (direct payment) 

dan letter of credit serta 
kode KPPN sesuai lokasi 
kegiatan dimana proyek­
proyek yang dibiayai oleh 
PHLN dan tata cara 
penarikannya 
menggunakan 
mekanisme rekening 
khusus. 

c. sumber dana sesua1 
NPPHLN; 

d. tata cara penarikan 
PHLN sesuai dengan tata 
cara penarikan PHLN 
yang diatur dalam 
NPPHLN atau dokumen 
lain yang disetujui 
lender, 

e. kode register 
sesua1 dengan 
register yang 
diterbitkan DJPPR; 

f. persen tase / porsi 
pembiayaan 
dibiayai lender 

PHLN 
kode 
telah 

yang 
sesua1 

- 26 1 -
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NPPHLN a tau dengan 
dokumen 
disetujui 
danjatau 

lain yang 
lender, 

g. Pastikan effective 

PHLN atau closing 

PHLN. 

date 

date 

Dalam hal terdapat 
kegiatan yang belum 
terselesaikan dalam tahun 
anggaran yang 
bersangkutan dan 
dilanjutkan pada tahun 
berikutnya, maka 
penyediaan dana PHLN dan 
pendampingnya menjadi 
prioritas. 

3. Buat kesimpulan. 
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1. Dapatkan TOR/RAB dan 
dokumen pendukung 
lainnya Naskah Perjanjian 
Penerusan Pinjaman Dalam 
Negeri (NPPDN) yang 
ditandatangani Menteri 
Keuangan atau pejabat 
yang diberi kuasa dan 

nerusan PDN. 
2 .  bahwa dalam 

telah 
dicantumkan antara lain: 

a. akun belanja sesua1 
dengan BAS; 

b. sumber dana sesuai 
NPPDN; danjatau 

c. kode register PDN sesuai 
dengan kode register 
yang diterbitkan oleh 
Direktorat J enderal 
Pembiayaan dan 
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Pengelolaan Risiko-
Kementerian 

3 .  Buat kesimpulan. 
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DI 
DANAI DARI HIBAH DALAM NEGERI 
Tujuan: 
Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang 
didanai dari hibah dalam. negeri telah sesuai Daftar Rencana Kegiatan Hibah 
(DRKH). 

1. Dapatkan dokumen 
pendukung lainnya DRKH, 
rencana kegiatan jangka 
menengah dan tahunan 
(mencakup rencana 

emanfaatan h' 
2 .  Pastikan bahwa dalam 

pengalokasian kegiatan 
pada RKA-K/L telah 
berdasarkan DRKH. 

3 .  Pastikan nomenklatur 
programjkegiatan yang 
dipakai adalah 
nomenklatur hasil 
penataan informasi Kinerja. 

4. Buat kesimpulan. 
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1. Dapatkan dokumen 
pendukung lainnya berupa 
Daftar Prioritas Proyek 
yang ditetapkan 
Kementerian 
PPN enas. 

2 .  Pastikan nomenklatur 
programjkegiatan telah 
menggunakan nomenklatur 
programjkegiatan hasil 

taan informasi · a. 
3 .  Pastikan kegiatan yang 

dibiayai melalui SBSN telah 
sesua1 dengan Daftar 
Prioritas k 
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ditetapkan Kementerian 
PPN /Bappenas. 

4 .  Pastikan akun belanja yang 
digunakan dalam ADK 
RKA-K/L telah sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai Bagan 
Akun Standar. 

5 .  Pastikan kegiatan yang 
dibiayai melalui SBSN telah 
mencantumkan register 
yang diterbitkan oleh· 
Direktorat J enderal 
Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko-Kernen terian 
Keuangan. 

6.  Buat kesimpulan. 

1 .  Dapatkan dokumen 
pendukung lainnya: 

a. PP mengenai tata cara 
penggunaan PNBP yang 
bersumber dari kegiatan 
tertentu; 

b. KMK mengena1 
persetujuan penggunaan 
sebagian dana yang 
berasal dari PNBP. 

2 .  Teliti apakah nomenklatur 
kegiatan telah 
menggunakan nomenklatur 
kegiatan dengan 
tabel pada 

3. Teliti apakah penuangan 
kegiatan dan besaran 
anggaran dalam RKA-K/L 
telah berpedoman pada: 

a. PP mengenai tata cara 
penggunaan PNBP yang 
bersumber dari kegiatan 
tertentu; 

b. Keputusan 
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persetujuan penggunaan 
sebagian dana yang 
berasal dari PNBP; dan 

c. Angka pagu penggunaan 
PNBP berdasarkan 
penetapan Menteri 
Keuangan c.q. Direktorat 
Jenderal Anggaran. 

4 .  Teliti apakah dana yang 
bersumber dari PNBP 
difokuskan untuk kegiatan 
dalam rangka peningkatan 
pelayanan kepada 
masyarakat dan/ atau 
sesuai dengan ketentuan 
tentang persetujuan 
penggunaan se bagian 
dana yang berasal dari 
PNBP. 

5 .  Pastikan kebenaran 
penggunaan akun 
pembayaran honor 
pengelola kegiatan. PNBP 
(honor atasan langsung 
bendahara, bendahara, dan 
anggota sekretariat) 
menggunakan akun belanja 
barang operasional, yaitu 
honor yang terkait dengan 
operasional satker, 
sedangkan honor kegiatan 
non -operasional yang 
bersumber dari PNBP 
menggunakan akun honor 
yang terkait dengan 
Keluaran (Output) Kegiatan. 

6. Lakukan pengujian atas 
kepatuhan penerapan baik 
standar biaya keluaran, 
standar biaya masukan 
dan standar struktur b' 

7. Buat kesimpulan. 
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Renc8JJ.ct Strgtegis· BLt}/ Stanciar-·pelayggarrrniriimgl BLTJ. 

1. Dapatkan data dukung 
lainnya berupa : 

2. 

3. 

a. Rencana Bisnis 
Anggaran (RBA) beserta 
Ikh.tisar RBA; 

b. Rencana Strategis BLU; 
dan 

c. Standar pelayanan 
minimal BLU. 

Pastikan penyusunan RBA 
telah. mengacu kepada 
rencana strategis bisnis 
BLU yang disertai 
prakiraan RBA tah.un 
be · 
Pastikan RBA telah. 
memuat seluruh program, 
kegiatan, anggaran 
penerimaan I pendapa tan, 
anggaran 
pengeluaran I belanj a, 
estimasi saldo awal kas dan 
estimasi saldo akhir kas 
BLU. 

4. Pastikan bah.wa RBA telah 
disusun berdasarkan basis 
Kinerja dan perhitungan 
akuntansi biaya menurut 
jenis layanannya dan 
kebutuhan dan 
kemampuan pendapatan 
yang diperkirakan akan 
diterima dari layanan yang 
diberikan kepada 
masyarakat, h.ibah, hasil 
kerjasama, penerimaan lain 

sah. 
5. Teli ti apakah. RBA disusun 

berdasarkan basis Kinerja 
dengan memperh.atikan 
efisiensi dalam pencapaian 
Kinerja (kuantitas dan 
kualitas te 
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yaitu dari: 
a. Pengalokasian anggaran 

berorien tasi pad a 
Kinerja; 

b. Alokasi didasarkan pada 
tusi Unit Kerja; 

c. Fleksibilitas, efisiensi, 
transparansi dan 
akuntabilitas; dan 

d. Penggunaan indikator 
Kinerj a, dan tidak 
mele bihi stan dar biaya 
masukan. 

6 .  Pastikan pagu dana pada 
ikhtisar RBA dengan 
sumber dana berasal dari 
PNBP dan Rupiah Murni 
telah sama dengan alokasi 
anggaran pada Pagu 

7 .  
An K L. 
Pastikan 
perubahan 
yang 
perubahan 
harus 
persetujuan 
Pengawas. 

bahwa setiap 
RBA/DIPA BLU 
mengakibatkan 
pagu belanja 

mendapat 
Dewan 

8. Lakukan pengujian atas 
kepatuhan penerapan baik 
standar biaya keluaran, 
standar biaya masukan 
dan standar struktur bi 

9 .  Buat kesimpulan. 
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PENELAAHAN ATAS ,KEPATUHAN DALAM PENCANTUMAN PENANDAAN 
ANGGARAN (PADA LEVEL KELUARAN (OUTPUT)KEGIATAN) , 

Tujuan: 
Untuk memastikan kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada 
level Keluaran Ou · tan 

1 .  Dapatkan rekap penandaan 
anggaran (budget tagging) 

2 .  Pastikan kepatuhan dalam 
pencantuman penandaan 
anggaran Keluaran (Output) 
Kegiatan 

3 .  Buat Kesimpulan 
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PENELAAHAN . .A.TA� AL()KASl ANGGARAN 
MEKANISME,KONTRAK•TAHUNJAMAK 
Tujuan: 
Unt1Jk· .. · .... m�mastik�:n alqka�i·arigga1Tf:tn 

contract dan 
1.  Dapatkan Data Dukung 

lainnya, berupa: 
a. Persetujuan kontrak 

tahun jamak (multi 
years contract) dari 
Menteri Keuangan 
untuk pengadaan yang 
rnernbebani dana APBN 
lebih dari 1 (satu) tahun 
anggaran dan 
rnenggunakan 
rnekanisrne multi years 
contract; 

b. Surat persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jarnak dari 
Menteri Keuangan, 
apabila terj adi keadaan 
kahar yang 
rnenyebabkan 
tertundanya 
penyelesaian pekerjaan 
Kontrak Tahun Jarnak. 

2 .  Pastikan kornposisi 
pendanaan antar tahun 
dari Kontrak Tahun Jarnak 
telah sesuai dengan 
kornposisi pendanaan 
dalarn persetujuan kontrak 
tahun jarnak (multi years 
contract) dari Menteri 
Keuangan terrnasuk 
Struktur Biaya. 

3 .  Apabila K/L rnelakukan 
perubahan kornposisi 
pendanaan antar tahun 
dari kontrak tahun jarnak 
rnaka pastikan telah 
rnendapatkan persetujuan 
dari Menteri Keuangan. 

4 .  Bila data dukung berupa: 
• Persetujuan kon trak 

tahun jarnak (multi years 
co dari Men teri 

telah. . . dile:ngkapi dengan ijin 
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Keuangan untuk 
pengadaan yang 
membebani dana APBN 
lebih dari 1 (satu) tahun 
anggaran dan 
menggunakan 
mekanisme multi years 
contract; dan 

• Surat persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak dari Menteri 
Keuangan, apabila terjadi 
keadaan kahar yang 
menyebabkan 
tertundanya 
penyelesaian pekerjaan 
Kontrak Tahun Jarnak, 

tidak tersedia sam pal 
dengan rev1u Alokasi 
Anggaran K/L, maka 
cantumkan dalam CHR. 

5. Buat kesimpulan. 

1 .  Dapatkan Data Dukung 
lainnya, berupa: 
a. Status kepemilikan 

tanah; 
b. Perhitungan kebutuhan 

biaya pembangunan 
bangunan/ gedung 
negara dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
Dinas Pekerjaan Umum 
setempat; 

c. Persetujuan 
penghapusan 
bangunan/ gedung dari 
Pengelola Barang (bila 
dibangun di tanah yang 
sudah ada bangunan/ 
gedung lama); 

d. Persetujuan kontrak 
tahun amak multi 
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years contract) dari 
Menteri Keuangan 
untuk pernbangunan 
yang mernbebani dana 
APBN le bih dari 1 ( satu) 
tahun anggaran dan 
rnenggunakan 
rnekanisrne multi years 
contract; 

e. Surat persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tah un j arnak dari 
Menteri Keuangan, 
apabila terjadi keadaan 
kahar yang 
rnenyebabkan 
tertundanya 
penyelesaian pekerj aan 
Kontrak Tahun Jarnak; 
dan 

f. Untuk rurnah negara, 
brosur rurnah dari 
developer (lebih dari 
satu bro 

2. Pastikan luas gedung 
kantor atau tipe rurnah 
negara yang akan dibangun 
tidak rnelebihi RKBMN 
Hasil Penelaahan. 
Untuk K/L yang belurn 
rnenyusun RKBMN 
rnenggunakan standar 
kebutuhan sesuai PMK No. 
248/PMK.0 6j2011 
sebagairnana telah diubah 
dengan PMK No. 
7 /PMK.0 6/201 6 tentang 
Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan Barang 
Milik Negara Berupa Tanah 
dan atau Ban 

3. Pastikan alokasi anggaran 
pada ADK RKA-K/L dengan 
TOR/RAB tidak rnelebihi 
data dukung perhitungan 
kebutuhan biaya 
pernbangunan 
bangunan/ gedung negara 
dari Kernen terian Pekerj aan 
Urnurn dan Perurnahan 

t atau Dinas 

- 270 -

www.jdih.kemenkeu.go.id



Pekerjaan Umum setempat. 

Khusus untuk rumah 
negara dengan metode 
pem belian, tidak mele bihi 
data dukung berupa brosur 
rumah dari develo er. 

4. · Pastikan struktur biaya 
terdiri dari biaya konsultan 
perencana, biaya konsultan 
pengawas / manajemen 
konstruksi, biaya penyedia 
Jasa konstruksi (fisik), 
biaya pengelola kegiatan 
(honor panitia dan PPHP). 
Khusus untuk rumah 
negara dengan metode 
pembelian, struktur biaya 
terdiri dari biaya rumah 
dan biaya pengelola 
kegiatan (honor panitia dan 
PPHP). 

5. Pastikan alokasi anggaran 
pada angka 4 tidak 
melebihi interpolasi sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
PU Nomor 45/2007 tentang 
Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara. 

6. Pastikan kewajaran harga 
(Rp/m2) antara harga 
satuan renovas1 gedung 
kantor dengan harga 
satuan renovas1 rumah 

7. Pastikan telah dilengkapi 
dengan surat permohonan 
persetujuan penghapusan 
bangunanjgedung ke 
pengelola barang (bila 
dibangun di tanah yang 
sudah ada bangunan/ 

8. kontrak tahun 
jamak, teliti apakah atas 
kontrak tahun jamak telah 
disertai surat persetujuan 
kontrak tahun jamak (multi 

dari Men teri 
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Keuangan dan alokasi 
anggarannya telah sesuai 
untuk tahun berkenaan 
termasuk struktur biaya 
terdiri dari biaya konsultan 
perencana, biaya konsultan 
pengawas / manajemen 
konstruksi, biaya penyedia 
jasa konstruksi (fisik) , 
biaya pengelola kegiatan. 

9 .  Bila data dukung berupa: 
• Perhitungan kebutuhan 

biaya pembangunan 
bangunanj gedung 
negara dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
Dinas Pekerjaan Umum 
setempat; 

• Persetujuan kontrak 
tahun jamak (multi years 
contract) dari Menteri 
Keuangan untuk 
pembangunan yang 
membebani dana APBN 
lebih dari 1 (satu) tahun 
anggaran dan 
menggunakan 
mekanisme multi years 
contract; dan 

• Surat persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak dari Menteri 
Keuangan, apabila terjadi 
keadaan kahar yang 
menyebabkan 
tertundanya 
penyelesaian pekerjaan 
Kontrak Tahun Jarnak, 

tidak tersedia sampa1 
dengan rev1u Alokasi 
Anggaran K/L, maka 
cantumkan dalam CHR. 

10 . Buat kesimpulan. 
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1 .  Dapatkan data dukung 
lainnya, antara lain: 
a. Surat Penawaran Tanah 

dan Surat terkait Status 
Kepemilikan Tanah; 

b. Surat Keterangan Harga 
Pasar Tanah (minimal 
dari Kantor Kecamatan) 
atau Harga Pasar Tanah 
berdasarkan Laporan 
Hasil Penilaian J as a 
Penilai (appraisal) yang 
terdaftar di 
Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang /Badan 
Pertanahan N asional; 

c. Surat Keterangan 
Tanah Tidak Sedang 
Dalam Sengketa 
(minimal dari Kantor 
Kecamatan); dan/ atau 

d. Nilai Jual Objek Pajak 

2. Pastikan apakah rencana 
pengadaan tanah tersebut 
telah sesua1 dengan 
RKBMN Hasil Penelaahan. 

3 Pastikan kesesuaian 
alokasi anggaran dalam 
ADK RKA-K/L dengan 
TOR/RAB dan data dukung 

4 Pastikan alokasi anggaran 
dalam ADK RKA-K/L tidak 
melebihi NJOP atau Surat 
Keterangan Harga Pasar 
Tanah (minimal dari 
Kecamatan) atau Harga 
Pasar Tanah berdasarkan 
Laporan Hasil Penilaian 
J as a Penilai (Appraisal) 
yang terdaftar di 
Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional. 
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5. Pastikan kesesuaian biaya 
operasional dan biaya 
pendukung (BOBP) serta 
honorarium dengan 
standar biaya sesua1 
ketentuan PMK mengena1 
Biaya Operasional Dan 
Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum Yang 
Bersumber Dari APBN. 

6. Pastikan struktur biaya 
terdiri dari biaya 
perencanaan, biaya 
operasional dan biaya 
pendukung (BOBP), biaya 
pelaksanaan (harga total 
tanah), biaya pengelola 
kegiatan (honor panitia dan 
PPHP). 

7. Bila data dukung berupa: 

a. Surat Penawaran Tanah 
dan Status Kepemilikan 
Tanah; 

b. Surat Keterangan Harga 
Pasar Tanah (minimal 
dari Kantor Kecamatan) 
atau Harga Pasar Tanah 
berdasarkan Laporan 
Hasil Penilaian J as a 
Penilai ( appraisa� yang 
terdaftar di 
Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang /Badan 
Pertanahan Nasional; 

c. Surat Keterangan 
Tanah Tidak Sedang 
dalam Sengketa 
(minimal dari Kantor 
Kecamatan); dan 

d. NJOP, 

tidak tersedia sampa1 
dengan rev1u Alokasi 
Anggaran K/L, maka 
cantumkan dalam CHR. 

8. Buat kesimpulan. 
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1 .  Dapatkan data dukung 
lainnya, antara lain: 
a. Rencana kebutuhan 

BMN; 
b. surat rekornendasi dari 

Kernen terian Teknis; 
danjatau 

c. pricelist, brosur (rnisal 
untuk pernbelian speed 
boat). 

2. Pastikan kesesuaian 
alokasi anggaran pada 
ADK RKA-K/L dengan 
TOR/RAB dan data dukung 

ricelist bro 
3. Pastikan Struktur Biaya 

terdiri dari biaya konsultan 
perencana, biaya 
pengirirnan G ika ada), biaya 
konsultan pengawas, biaya 
konstruksi kapal (fisik) 
atau pesawat latih, dan 
biaya pengelola kegiatan 
(honor panitia dan PPHP). 

4. Teliti apakah pengadaan 
kapal atau pesawat latih 
tersebut telah didukung 
dengan pendapat teknis 
dari kernenterian terkait 
(rnisal Kernenterian 
Perhubun 

5. Untuk kontrak tahun 
jarnak, teliti apakah atas 
kontrak tahun jarnak telah 
disertai surat Persetujuan 
kontrak tahun jarnak (multi 
years contract) dari Menteri 
Keuangan dan alokasi 
anggarannya telah sesua1 
untuk tahun berkenaan 
terrnasuk struktur biaya 
terdiri dari biaya konsultan 

biaya 
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konsultan pengawas, biaya 
konstruksi kapal (fisik) 
atau pesawat latih, dan 
biaya pengelola kegiatan 
(honor panitia dan PPHP). 

6 .  Bila data dukung berupa: 
a. pricelist, brosur untuk 

pembelian kapal atau 
pesawat latih; 

b. surat rekomendasi dari 
Kernen terian Teknis; 

c. Persetujuan kontrak 
tahun jamak (multi 
years contract) dari 
Menteri Keuangan 
untuk pembangunan 
yang membebani dana 
APBN lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran dan 
menggunakan 
mekanisme multi years 
contract; dan 

d. Surat persetujuan 
perpanJangan kontrak 
tahun jamak dari 
Menteri Keuangan, 
apabila terjadi keadaan 
kahar yang 
menyebabkan 
tertundanya 
penyelesaian pekerj aan 
Kontrak Tahun Jarnak, 

tidak tersedia sam pa1 
dengan rev1u Alokasi 
Anggaran K/L, maka 
cantumkan dalam CHR . 

7. Buat kesimpulan. 
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1 .  Lakukan Penelaahan atas 
TOR, RAB, ADK RKA-K/L 
dan data dukung lainnya: 

Untuk satker yang berada 
di Indonesia 
a. Status kepemilikan 

tanah; dan 
b. Perhitungan kebutuhan 

biaya pembangunan 
bangunan/ gedung 
negara dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
Dinas Pekerjaan Umum 
setempat. 

Untuk satker perwakilan 
yang berada di luar negeri 

a. untuk pekerjaan 
renovas1 bangunan/ 
gedung negara yang 
mengubah 
struktur bangunan dari 
sebelumnya, 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan/ 
renovas1 bangunan/ 
gedung negara a tau 
yang seJenls dari 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat a tau dari 
konsultan perencana 
negara setempat; dan 

b. untuk pekerjaan 
renovas1 bangunan/ 
gedung negara yang 
tidak mengubah 
struktur bangunan dari 
sebelumnya, 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan / 
renovasi 
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gedung negara atau 
yang seJ en1s dari 
konsultan perencana 
negara setempat. 

2. Pastikan kesesuaian alokasi 
anggaran pada ADK RKA­
KIL dengan TORI RAB dan 
tidak melebihi data dukung 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan 
bangunanl gedung negara 
dari Kernen terian Pekerj aan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat atau Dinas 
Pekerjaan Umum setempat 
atau perhitungan 
kebutuhan biaya 
pem ban gun an I renovasi 
bangunanl gedung negara 
atau yang sejenis dari 
konsultan perencana 
negara setempat (untuk 
satker perwakilan di luar 
n 

3. Pastikan struktur biaya 
terdiri dari biaya konsultan 
perencana, biaya konsultan 
pengawas I manajemen 
konstruksi, biaya penyedia 
jasa konstruksi (fisik) , dan 
biaya pengelola kegiatan 

on or · tia dan PPH 
4. Pastikan alokasi anggaran 

sesuai struktur biaya tidak 
melebihi interpolasi sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
PU Nomor 451 2007 tentang 
Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan 

5. 
Gedun Ne 
Pastikan 
(Rpl m2) 
satuan 
kantor 
satuan 
ne 

kewajaran harga 
antara harga 

renovas1 gedung 
dengan harga 

renovas1 rumah 

6 .  Bila data dukung berupa: 
• perhitungan kebutuhan 

biaya pembangunan 
b dun 
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negara dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
Dinas Pekerjaan Umum 
setempat; dan 

• perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan/ 
renovasi bangunan/ 
gedung negara atau yang 
seJ en1s dari konsul tan 
perencana negara 
setempat (untuk satker 
perwakilan di luar 
negeri) , 

tidak tersedia sam pa1 
dengan rev1u Alokasi 
Anggaran K/L, maka 
cantumkan dalam CHR. 

7. Buat kesimpulan. 
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1 .  Dapatkan data dukung 
lainnya, berupa: 

a. Status kepemilikan 
tanah; 

b. Ijin dari Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan atau Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan setempat; 
dan 

c. Perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan 
bangunanjgedung 
negara dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat atau 
Dinas Pekerjaan Umum 
s t. 

2. Pastikan kesesuaian alokasi 
anggaran pada ADK RKA­
K/L dengan TOR/RAB dan 
tidak melebihi data dukung 

kebutuhan 
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